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ABSTRAK 

 

Morradi, Villian Febri. 2015. Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak 

Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka (Studi di Rumah Detensi 

Imigrasi Semarang). Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Saru Arifin, S.H., LL.M. 

Kata Kunci: Pencari Suaka, Rumah Detensi Imigrasi Semarang 

 

Mobilitas orang asing di Indonesia sangat banyak dan beragam. Salah satunya 

adalah pencari suaka yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen keimigrasian. 

Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung para pencari 

suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi guna memberikan 

pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi mereka yang sesuai dengan Peraturan 

Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pendetensian Orang Asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan HAM bagi 

para Pencari Suaka dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan 

penghambat yang dihadapi. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis 

dan analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian 

diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan 

data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa Rudenim Semarang dalam 

pemenuhan HAM bagi para pencari suaka sudah sesuai dengan Peraturan Direktur 

Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pendetensian Orang Asing, dengan cara memberikan program-program yang 

dilaksanakan secara terstuktur. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang 

dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak asasi manusia 

bagi pencari suaka: (1 Faktor Pendukung, Rudenim Semarang bekerjasama 

dengan pihak-pihak terkait yaitu PKBI dan Rumah Sakit guna memberikan 

pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka, (2 Faktor Penghambatnya yaitu 

tidak adanya tenaga medis yang standby 24 jam, tidak tersedianya gudang 

penyimpanan obat-obatan, faktor bahasa yang digunakan dalam komunikasi serta 

selera menu makanan yang berbeda-beda setiap deteni disana. Saran agar 

diharapkan kepada Rudenim Semarang untuk lebih menambah SDM disana guna 

meningkatkan pemenuhan HAM bagi para pencari suaka, diharapkan koordinasi 

dengan instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agartercipta suatu hasil kinerja yang 

maksimal dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi para pencari suaka, dan 

diharapkan Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang jelas terkait status 

pencari suaka di Indonesia agar hak-haknya dapat terpenuhi secara maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana kita ketahui, “negara Indonesia memiliki kondisi geografis 

yang sangat khas. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbentuk gugusan-

gugusan pulau sebanyak 17.508 pulau-pulau. Terbentang dari Sabang hingga 

Merauke dan dipisahkan oleh laut-laut di antara pulau-pulaunya. Sebagai negara 

kepulauan, Indonesia diuntungkan memiliki tiga jenis wilayah yaitu wilayah darat, 

laut dan udara yang mungkin tidak semua negara memilikinya” (Arifin, 2014: 2). 

Kondisi geografis seperti itu memiliki potensi sekaligus kelemahan. Potensi 

terbesarnya adalah sumber daya yang ada di dalamnya, sedangkan kelemahannya 

adalah masalah perhubungan antar pulau-pulau serta masalah keamanan dan 

kedaulatan. Namun untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

utuh dan menyatu, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Ir. Djoeanda, 

mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, 

di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, yang dikenal sebagai “DEKLARASI 

DJOEANDA”. Perjuangan-perjuangan Indonesia di dunia internasional membawa 

hasil yang memuaskan dengan diakuinya dan diterimanya konsep negara kepulauan 

serta perairan pedalaman/ perairan kepulauan. Predikat sebagai negara kepulauan 

tidak hanya menambah hak-hak negara atas perairan, pedalaman sebagai laut 

wilayahnya, namun di dalamnya juga terdapat berbagai kewajiban-kewajiban 

internasional yang harus dipenuhi oleh Indonesia (Arifin, 2014: 2). 
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Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam 

pergaulan internasional, baik dari geografis maupun potensi sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar 

wilayah Indonesia semakin meningkat dan mudah untuk di akses. Semakin terbuka 

lebarnya jalur lalu lintas antar negara pada saat ini menyebabkan meningkatnya pula 

mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara lain. Dalam memenuhi 

kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses 

ke dalam ruang lingkup batasan negara. Masing-masing individu juga dengan mudah 

melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dengan berbagai kepentingan 

(Safriady, 2014: 1). 

Fenomena seperti ini, berbagai usaha dilakukan untuk tetap menjaga 

stabilitas negara. Menurut Sulhan, Kepala Sub Seksi Keamanan di Rumah Detensi 

Imigrasi Semarang, menyatakan bahwa: 

“Salah satu pelanggaran yang dapat mengganggu kestabilan 

negara di antarnya yaitu banyak terjadinya pelanggaran izin 

keimigrasian oleh warga negara asing yang tidak sesuai dengan 

prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian. Selain pelanggaran izin 

keimigrasian juga masuknya para pencari suaka ke wilayah 

Indonesia dengan berbagai kepentingan (Wawancara, 12 

November 2014 pukul 10.00 WIB)”. 

 

Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung para 

pencari suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi yang bertujuan 

untuk menangani pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan oleh warga 

negara asing termasuk para pencari suaka, dan juga melindungi hak asasi manusia 

dari warga negara asing sehingga dengan demikian maka dampak dari pelanggaran 

prosedural yang dilakukan oleh warga negara asing dapat di netralisir melalui Rumah 
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Detensi Imigrasi sekaligus melindungi hak asasi manusia warga negara asing yang 

berada di wilayah Negara Republik Indonesia. 

Langkah pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia pada 

dasarnya juga diikuti dengan penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap 

pelanggaran keimigrasian dengan cara koordinasi pengawasan orang asing dilakukan 

secara terpadu, dan siporadik dibentuk di tingkat pusat, di tingkat Propinsi dan di 

tingkat daerah. Menurut Wilis (2009: 132), mekanisme pelaksanaan penegakan 

hukum terhadap orang asing harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan 

badan atau instansi pemerintah yang di bidang tugas meyangkut orang asing, badan 

atau instansi tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam 

Negeri, Kementerian Pertahanan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan 

Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisisan Negara Republik Indonesia. Dengan 

adanya permasalahan seperti ini di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat 

regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. 

Kebijakan pemerintah ini dalam mengatur berbagai macam warga negara asing 

keluar dan masuk ke wilayah Indonesia menganut pinsip selective policy yaitu suatu 

kebijakan berdasarkan prinsip selektif. 

Berdasarkan prinsip yang dikemukakan oleh Willis (2009: 132), hanya 

orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, 

bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan 

ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

(UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu 
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perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberian kepada orang asing 

apabila hendak tinggal di Indonesia. 

Sebelumnya telah ada penelitian terkait dengan pengawasan orang asing di 

Indonesia yang dilakukan oleh Faizal (2013: 90) yang menyimpulkan bahwa Peran 

dan fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam 

pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu 

sebagai (a) koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian 

program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing; 

(b) Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang 

asing; dan (c) Penegak hukum di bidang keimigrasian. Adapun kendala Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan 

pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing diantaranya yaitu : 

(a) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan jajaran unit pelaksana teknis; dan 

(b) Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak 

aplikatif dengan rencana kerja (Faizal, 2013: 90). 

Namun demikian, meskipun warga negara asing telah melakukan 

pelanggaran secara yuridis mengenai keimigrasian tetapi para warga negara asing 

tersebut tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah negara 

Indonesia karena bagaimanapun juga warga negara asing memiliki hak asasi sebagai 

manusia yang sama dengan warga negara Indonesia. Warga negara asing yang 

berada di Rumah Detensi Imigrasi juga memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan 

dipenuhi. Hak-hak tersebut diantaranya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan 
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hak atas makanan yang layak menurut Pasal 15 Peraturan Direktur Jendral Imigrasi 

Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. 

Mengenai pelanggaran hukum Indonesia yang dilakukan oleh warga negara 

asing, telah dilakukan penelitian oleh Mulhadi (2014: 55), yang menyimpulkan 

bahwa: Perlindungan internasional terhadap pengugsi diatur dalam Konvensi 1951 

dan Protokol 1967. Dalam Kovesi 1951 dan Protokol 1967 terdapat ketentuan yang 

berisikan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pengungsi seperti hak untuk 

tidak dipulangkan ke negara asalnya. Selain mendapatkan hak-haknya, pengungsi 

juga dibebankan beberapa kewajiban seperti menghormati dan mematuhi hukum 

yang berlaku di negara ia berada dan kewajiban membayar pajak dan biaya-biaya 

fiskal lainnya (Mulhadi, 2014: 55). 

Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia 

menurut Mulhadi, diperlukan kerjasama internasional yang menangani imigran atau 

berhubungan dengannya, seperti Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), 

Organisasi Internasional yang Mengungsi Migran (IOM) juga sangat penting. 

Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada 

usaha pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para 

pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan 

ketentuan instrumen hukum internasional, khususnya yang bekaitan dengan hak 

untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan 

fasilitas perjalanan. Sedangkan peran IOM dalam menangani pengungsi dan pencari 

suaka di Indonesia adalah mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi dan 
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pencari suaka dengan memberikan tempat penampungan (rudenim) (Mulhadi, 2014: 

55). 

Berdasarkan deskripsi mengenai persoalan pelanggaran keimigrasian oleh 

warga negara asing dan masalah para pencari suaka di Indonesia, maka peneliti akan 

meneliti tentang “Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Warga Negara Asing Pencari Suaka”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang Rumah Detensi 

Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing, maka tentu 

banyak masalah-masalah yang perlu diidentifikasi, di antaranya yaitu: 

1. Adanya warga negara asing yang masuk di wilayah teritorial negara Indonesia 

tanpa dokumen resmi Keimigrasian. 

2. Adanya para pencari suaka yang masuk di wilayah Indonesia dengan berbagai 

kepentingan. 

3. Kurangnya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan 

dan hak hidup warga negara asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi. 

4. Adanya faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hak asasi 

manusia warga negara asing. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. 

Pembatasan masalah tersebut adalah : 
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1. Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan 

pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapakan makanan) 

bagi para Pencari Suaka. 

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi 

Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas 

kesehatan dan hak hidup (untuk mendapakan makanan) bagi para Pencari 

Suaka. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak 

untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk 

mendapakan makanan) bagi para Pencari Suaka? 

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rumah Detensi 

Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak 

atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapakan makanan) bagi para Pencari 

Suaka? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam 

pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak 

hidup (untuk mendapakan makanan) bagi para Pencari Suaka. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang 

dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk 

mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk 

mendapakan makanan) bagi para Pencari Suaka. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu 

hokum khususnya di Bidang Hukum Tata Negara mengenai Rumah 

Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara 

Asing. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam pengayaan kebijakan terhadap 

Imigran Asing terkait Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak 

Asasi Manusia Warga Negara Asing bagi masyarakat dan dapat 

mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya. 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

1.7 Sistematika Penelitian 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 Bab yang 

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas 

Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, 

lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar 

abstrak, daftar isi, daftar label, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk 

landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan 

penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, 

diantarnya yaitu Rumah Detensi Imigrasi, Pencari Suaka dan Hak Asasi 

Manusia. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi jenis 

penelitian, jenis data penelitian, cara pengumpulan data, dan analisis data. 

 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan Rumah 

Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan 

pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapakan makanan) 

bagi para Pencari Suaka serta faktor pendorong dan faktor penghambat yang 

dihadapi rumah detensi imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk 

mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk 

mendapakan makanan) bagi para Pencari Suaka. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai simpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca 

diantaranya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rendytia Faizal dalam skripsinya di 

Fakultas Hukum UNNES tahun 2013, dengan judul “Peran dan Fungsi Kantor 

Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan 

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia (Studi 

di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah)”. Kesimpulan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

(1) Peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian 

terhadap orang asing yaitu sebagai berikut: 

(a) Koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian 

program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian 

terhadap orang asing; 

(b) Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian 

terhadap orang asing; dan 

(c) Penegak hukum di bidang keimigrasian 

(2) Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan 

keimigrasian terhadap orang asing diantaranya yaitu: 

(a) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai 

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan 

jajaran unit pelaksana teknis; dan 

(b) Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang 

asing tidak aplikatif dengan rencana kerja. 

(3) Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah untuk mengatasi kendala tersebut yaitu sebagai berikut: 

(a) Upaya terhadap kendala kurangnya kualitas dan kuantitas sumber 

daya manusia pegawai, yaitu dengan cara: 
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1) Mengadakan pendidikan rintisan gelar untuk para pegawai 

dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Jawa 

Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI untuk 

pemberian beasiswa Strata 2 dan Strata 3. Selain itu, Kantor 

Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga 

melakukan pelatihan-pelatihan serta penyuluhan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia para pegawai, baik di 

lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah maupun Kantor Imigrasi. 

2) Mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari 

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM mengusulkan 

jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Mentri Hukum dan HAM 

RI dan Sekretaris Jendral. Setelah berkoordinasi dengan 

instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, maka dalam 

setiap penerimaan CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi 

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

(b) Upaya terhadap kendala anggaran kerja yang tidak aplikatif 

yaitu dengan cara menggunakan anggaran tersebut secara 

optimal sesuai dengan kegiatan agar anggaran tersebut dapat 

mencukupi kegiatan yang dilakukan. (Rendytia, Skripsi FH 

UNNES: 2013). 

 

Selain peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian 

terhadap orang asing di Indonesia, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh 

Ratna Wilis dalam tesisnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 

tahun 2009, dengan judul “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin 

Tinggal Orang Asing di Indonesia” (Studi wilayah Kantor Imigrasi kelas I khusus 

Medan). Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Pengaturan izin tinggal orang asing di Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap 

perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal dilaksanakan dalam 

dualisme sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum 

pidana dan hukum administatif. 

(2) Sistem pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus 

Medan dilakukan yang Pertama, Pengawasan administrasi, diatur 

dalam Pasal 40 huruf a,b,d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
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1992. Kedua, Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 40 huruf c 

dan e Undang-Undang Nomor 1992. 

(3) Penindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 

tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin 

tinggal (overstay) dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan 

hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif, 

pelaksanaan penegakan hukum yang demikian itu mengakibatkan 

terjadinya ketidakpastian hukum dalam penindakan pelanggaran 

melampaui batas waktu izin tinggal. Pengaturan dalam Pasal 52 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang 

menyebutkan perbuatan overstay sebagai suatu perbuatan kriminal 

adalah tidak lazim di dunia internasional dan di dalam pelaksanaanya 

hampir sebagian besar dilaksanakan secara hukum administratif 

(Wilis, Tesis FH USUM: 2009). 

 

Selain pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal orang 

asing di Indonesia, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Mulhadi dalam 

skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014, dengan judul 

“Pelanggaran Hukum Nasional yang dilakukan oleh Pengungsi yang berada di 

wilayah Indonesia” (Suatu Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional). Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Perlindungan internasional terhadap pengngsi diatur dalam 

Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dalam Konvensi 1951 dan 

Protokol 1967 terdapat ketentuan yang berisikan apa yang menjadi 

hak-hak dan kewajiban para pengungsi seperti hak untuk tidak 

dipulangkan ke negara asalnya. Selain mendapatkan hak-haknya, 

pengungsi juga dibebankan beberapa kewajiban seperti 

menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku di negara ia 

berada dan kewajiban membayar pajak dan biaya-biaya fiskal 

lainnya. Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang 

berada di Indonesia, diperlukan kerjasama internasional terutama 

dengan negara-negara terdekat. Selain itu kerjasama dengan badan-

badan internasional yang menangani imigran atau berhubungan 

dengannya, seperti Komisi PBB untuk urusan pengungsi 

(UNHCR), Organisai Internasional yang mengurusi Migrasi (IOM) 

juga sangat penting. 

(2) Ancaman terjadinya pelanggaran akan meningkat apabila suatu 

negara memiliki banyak akses yang memudahkan para pengungsi 

dan pencari suaka bisa memasuki wilayah negara dengan mudah 

dan apabila suatu negara tidak memiliki kapabilitas yang memadai 
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untuk penanganan para pengungsi dan pencari suaka. Di Indonesia 

sendiri belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang 

perilaku pengungsi dan pencari suaka. Namun, bukan berarti bahwa 

para pengungsi dan pencari suaka tersebut bebas melakukan 

tindakan apapun. (Mulhadi, Skripsi FH UNHAS: 2014). 

 

Berdasarkan tiga penelitian tersebut di atas, peneliti bermaksud mengkaji 

hal yang lebih penting dari pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin 

tinggal orang asing di Indonesia, melainkan mengulas secara khusus mengenai 

Rumah Detensi Imigrasi dalam perlindungan hak asasi manusia warga negara asing 

pencari suaka, sehingga penelitian ini menjadi sangat penting. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Rumah Detensi Imigrasi 

2.2.1.1 Pengertian 

Immigration Detention Center dalam bahasa Indonesia disebut Rumah 

Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang 

menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi 

Orang Asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian (Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). 

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 

Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi, bahwa 

penempatan orang asing di Rudenim dikarenakan : 

1) Berada di wilayah Republik Indonesia tanpa memiliki izin 

keimigrasian yang sah; 

2) Menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi; 

3) Menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai 

permohonan keberatan yang diajukan; 

4) Terkena tindakan keimigrasian; dan 
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5) Telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat 

dipulangkan atau pegusiran/pendeportasian. 

Menurut Sulhan, Kepala Sub Seksi Ketertiban di Rumah Detensi 

Imigrasi Semarang, selain yang di sebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah 

Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi juga sebagai tempat penampungan bagi 

para pencari suaka yang berada di wilayah negara Indonesia (Wawancara, tanggal 

12 November 2014 pukul 10.00 WIB). 

2.2.1.2 Ruang Lingkup 

Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagaian 

tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bidang 

Pendetensian orang asing. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rudenim 

mempunyai fungsi menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik 

Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara 

Kerja Rumah Detensi Imigrasi, yaitu: 

1) Melaksanakan tugas penindakan; 

2) Melaksanakan tugas pengisolasian; dan 

3) Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi. 

Fungsi-fungsi rudenim tersebut merupakan penjabaran dari misi 

Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), 

penegakan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, 

pemenuhan dan penghormatan HAM. Detensi bagi para pencari suaka adalah 

penghalang antara saat ini dan masa datang. Ia hadir di tengah perjalanan untuk 

memisahkan mereka dengan impian tinggal di tanah suaka. Baik para deteni 
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maupun staf Rudenim membangun sebuah penyangkalan tentang situasi saat ini. 

Mereka berdalih bahwa tidak seharusnya berada di sini, sebab mereka merasa 

dibuang dan dipinggirkan. Idealisme tentang „rumah‟ tidak dapat diwujudkan 

dalam sebuah penyangkalan. Bagaimana para pencari suaka dan staf imigrasi 

menemukan sisi lain keseharian mereka di Rudenim jika menggantungkan nasib 

pada kesalahan orang lain. Dalam keseharian Rudenim mereka kehilangan 

kesadaran tentang saat ini. Absennya rasa kekinian memicu khayalan tentang 

dunia lain yang indah, yang tidak ada di sini, tetapi tidak menggerakkan orang 

untuk melakukan apapun. Ia seperti mimpi. Orang harus bangun dari mimpi dan 

mengejarnya dalam dunia nyata. Dengan begitu perubahan akan terwujud 

(Enggal, 2012: 7). 

 

2.2.2 Pencari Suaka 

Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. 

Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut 

sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-

undang negara yang menerimanya (Enggal, 2011: 3). 

Menurut Wagiman (2012: 83), adapun faktor-faktor yang menyebabkan 

warga negara asing mencari suaka ke negara lain, yaitu: 

a. Konflik yang berkepanjangan di negara asal terkait dengan aspek politik, 

keamanan, sukuisme, dan lain-lain; 
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b. Keadaan ekonomi dan kampung halaman yang buruk sebagai akibat dari 

konflik tersebut (keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik); 

dan 

c. Bujukan dari agen penyelundupan manusia. 

Sistem hukum di Indonesia sendiri, karena belum meratifikasi Kovensi 

Pengungsi dan Protokol Opsionalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian, masih mengkategorikan pengungsi sebagai 

imigran illegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen 

keimigrasian yang resmi. Untuk itu para pengungsi yang masuk ke wilayah 

Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama 

jangka waktu maksimum 10 tahun di rumah detensi imigrasi yang tersebar di 13 

lokasi di seluruh Indonesia. 

Situasi ini tentu buruk, karena pengungsi tidak pernah bermaksud untuk 

memasuki wilayah suatu negara tanpa ada dokumen resmi, karena pada dasarnya 

adalah sulit untuk para pengungsi untuk memperoleh dokumen imigrasi yang resmi. 

Oleh sebab itu pengungsi tidak dapat disamakan dengan imigran illegal, meski 

tidak semua imigran illegal adalah pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi dan 

pencari suaka adalah setiap orang yang meninggalkan negerinya karena ”ketakutan 

yang beralasan” akan ancaman pengusiran dan pengejaran (persecution). Adapun 

istilah pengungsi dapat dipertukarkan dengan istilah pencari suaka dengan makna 

yang berimpitan. Para pencari suaka adalah orang yang mencari perlindungan 

internasional, namun klaim dan status mereka sebagai pengungsi belum mereka 

dapatkan dari otoritas internasional, yaitu United Nations High Commissioner for 
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Refugees (UNHCR). Status pengungsi ini penting untuk didapatkan karena dengan 

status pengungsi maka hukum internasional akan bekerja dengan segala sistem dan 

mekanisme perlindungannya. 

Pada level kebijakan mekanisme untuk penanganan pengungsi dapat 

diketemukan dalam Peraturan Dirjend Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 

2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, dimana setiap pengungsi yang masuk ke 

Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai 

status pengungsinya ditetapkan oleh UNHCR. Namun penentuan status oleh 

UNHCR dapat memakan waktu sangat lama. Hal Ini berimbas pada munculnya 

pelanggaran HAM, karena pengungsi bukanlah pelaku kriminal namun ditempatkan 

pada situasi yang mirip dengan penahanan. Tak heran jika banyak di antara 

pengungsi yang mengalami tekanan psikologis dan berkeinginan kuat untuk bunuh 

diri atau kabur dari rumah detensi imigrasi tersebut. 

Penentuan praktis apakah seseorang disebut pengungsi atau tidak, 

diberikan oleh badan khusus pemerintah di negara yang ia singgahi atau badan PBB 

untuk pengungsi (UNHCR). Prosentase permohonan suaka yang diterima sangat 

beragam dari satu negara ke negara lain, bahkan untuk satu negara yang sama. 

Setelah menunggu proses selama bertahun-tahun, para pencari suaka yang 

mendapatkan jawaban negatif tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya, yang 

membuat mereka terlantar. Para pencari suaka yang tidak meninggalkan negara 

yang disinggahinya biasanya dianggap sebagai imigran tanpa dokumen. Pencari 

suaka, terutama mereka yang permohonannya tidak diterima, semakin banyak yang 

ditampung di rumah detensi (Wagiman, 2012: 85). 
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Menurut Enggal (2011: 7) sangat tidak memungkinkan bagi pencari suaka 

untuk meninggalkan negeri asal mereka tanpa membawa dokumen yang memadai 

dan visa. Maka, banyak pencari suaka terpaksa memilih perjalanan yang mahal dan 

berbahaya untuk memasuki negara-negara secara tidak wajar di mana mereka dapat 

memperoleh status pengungsi. 

 

2.2.3 Hak Asasi Manusia 

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari Droits de L’homme 

(Perancis), Human Rights (Inggris), dan mensekelije rechten (Belanda). Di 

Indonesia, hak asasi lebih di kenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat 

disebut sebagai hak fundamnetal. Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak 

terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789 dalam “Declaration des Droits de 

L’hommeet du Citoyen” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), 

dengan semboyan Liberte (Kemerdekaan), Egalite (Persamaan) dan Fraternite 

(Persaudaraan). 

Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha 

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia). 

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk 

memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara 

universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 ayat (3): 
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”Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah 

internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakan 

serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan 

fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau 

agama” (Kusumaatmadja, 2003: 21). 

Disini peneliti akan membahas mengenai hak asasi manusia bagi pencari 

suaka. Secara garis besar hak-hak yang melekat pada pengungsi adalah hak-hak 

yang terkait dengan hak-hak sebagai warga sipil. Bahwa tidak ada boleh perbedaan 

hak antara warga sipil dengan pengungsi. Di Indonesia sendiri juga mengatur hak 

asasi bagi pencari suaka, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk 

memperoleh perlindungan politik dari negara lain.  

Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berlaku untuk 

semua orang, warga negara dan juga bukan warga negara. Hak-hak yang disebutkan 

di atas dirangkum dalam the international bill of human right yang terdiri dari the 

universal declaration of human right, the international covenant on civil and 

political right, dan the international covenant on economic, sosial, and cultural 

right, dari ketiga instrumen HAM international di atas, pasal-pasal yang berkaitan 

dengan pengungsi adalah: 

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948: 

a. Pasal 9: Tidak ada yang akan dikenakan penangkapan 

sewenang-wenang, penahanan atau pembuangan; 

b. Pasal 14: 1 setiap orang memiliki hak untuk mencari dan 

menikmati suaka di negara lain dari penuntutan; 

c. Artikel 13: 

(1)setiap orang memiliki hak untuk kebebasan bergerak dan 

bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara, 
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(2)setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negara 

manapun, termasuk sendiri, dan kembali ke negaranya; 

d. Pasal 15 (1) setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan. 

2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR): 

a. Pasal 12: 

(1)setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu 

negara harus, dalam wilayah negara tersebut, memiliki hak 

atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih 

tempat tinggalnya. 

(2)setiap orang harus bebas untuk meninggalkan negara 

manapun, termasuk sendiri. 

(3)tersebut di atas benar tidak dikenakan pembatasan kecuali 

yang ditentukan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi 

keamanan nasional, ketertiban umum (public order), 

kesehatan atau moral umum atau tht kanan dan kebebasan 

orang lain, dan konsisten dengan hak-hak lain yang diakui 

dalam kovenan ini. 

(4)Tidak ada yang harus arbitraly hak untuk memasuki 

negaranya sendiri. 

 

Tidak semua hak-hak pengungsi dimuat dalam instrumen HAM diatas 

namun unsur utama dari perlindungan internasional terhadap diri seorang 

pengungsi adalah mereka tidak untuk dipulangkan secara paksa ke negara dimana 

kehidupan dan kebebasan mereka akan terancam. Prinsip inilah dalam konvensi 

tahun 1951 tentang status pengungsi yang disebut dengan prinsip non-refoulement 

yang diatur dalam Pasal 33. Secara lengkap Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 33: larangan pengusiran atau pengembalian (refoulement). 

(1) Tidak ada negara pihak harus mengusir atau mengembalikan 

(memulangkan kembali) pengungsi dengan cara apa pun ke 

perbatasan wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan 

terancam karena ras, agama, kebangsaan , keanggotaan dalam 

kelompok tertentu atau pendapat politik. 

(2) Namun, keuntungan dari ketentuan ini mungkin tidak diklaim 

oleh seorang pengungsi di mana ada alasan yang layak untuk 

menganggapnya sebagai bahaya bagi keamanan negara di 

mana ia berada atau, seperti yang telah dijatuhi hukuman oleh 

putusan hakim adalah final atau tindak pidana yang sangat 

berat , itu adalah bahaya bagi masyarakat negara. 
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Prinsip non-refoulement ini juga terdapat dalam Pasal 3 konvensi tentang 

anti penyiksaan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:  

(1) Tidak ada negara pihak harus mengusir, kembali 

(memulangkan kembali) atau mengekstradisi seseorang ke 

negara lain di mana terdapat substansial alasan untuk percaya 

bahwa ia akan berada dalam bahaya karena menjadi sasaran 

karena menjadi sasaran penyiksaan. 

(2) Untuk tujuan menentukan apakah ada alasan seperti itu, 

otoritas berwenang harus mempertimbangkan semua 

pertimbangan yang relevan termasuk, di mana berlaku, 

keberadaan di negara concorned dari pola yang konsisten 

kotor, mencolok atau pelanggaran massa HAM. 

 

Dalam penelitian ini, aspek hak asasi manusia yang akan dikaji lebih 

khusus meliputi : 

2.2.3.1 Hak atas pendidikan 

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia 

yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak 

kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. 

Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah 

sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era 

reformasi ini. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak 

sendirian dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki 

hak untuk hidup. Tak terkecuali para percari suaka dan pengungsi yang berada di 

rumah detensi imigrasi Semarang. 

Menurut Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing terdapat hak-hak yang 

dimiliki oleh orang asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi yaitu : 
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1. Melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing dalam waktu dan tempat yang telah disediakan; 

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

3. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

4. Menyampaikan keluhan; 

5. Menerima kunjungan keluarga, sponsor, penasihat hukum, 

rohaniawan, dokter atau Perwakilan Negara. 

 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan langkah 

besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-

norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang 

disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang 

dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen 

HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan 

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kusumaatmadja, 2003: 

18). 

Hak atas pendidikan tersebut telah diatur dalam Deklarasi Universal 

HAM (Universal Declaration of Human Rights)  Pasal 1 yang menyebutkan 

bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Tak terkecuali warga 

negara asing yang mencari suaka di negara lain. 

 

2.2.3.2 Hak atas kesehatan 

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan ditur 

dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Jaminan pengakuan 

hak atas kesehatan tersebut secara eplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen 

sebagai berikut: 
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1) Instrumen Internasional 

a) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 

Pasal 25 

Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin 

kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, 

termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan 

kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan 

berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, 

cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami 

kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang 

berada di luar kekuasaannya. 

Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan 

bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di 

dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat 

perlindungan sosial yang sama. 

b) International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR). 

Pasal 6 

Hak untuk hidup (tidak dibunuh/dihukum mati setidaknya 

bagi anak di bawah 18 tahun) 

Pasal 7 

Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara 

keji, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia 

(termasuk tidak diculik/dihilangkan secara paksa, diperkosa) 

c) International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Right (ICESCR) 

Pasal 12 

Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental 

yang tertinggi yang dapat dicapai 

2) Instrumen Nasional 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 28 H ayat (1) 

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 

b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

Pasal 62 

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan 

fisik dan mental spiritualnya. 

c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

Pasal 4 

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 

derajat kesehatan yang optimal (Afandi, 2008: 3). 
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Dalam Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Right (ICESCR) hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap 

orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik 

dan mental” tidak mencakup area pelayanan kesehatan (Afandi, 2008: 3). Hak 

atas kesehatan dapat diperoleh setiap manusia tak terkecuali oleh para pencari 

suaka yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. 

 

2.2.3.3 Hak untuk Hidup 

Menurut Pasal 6 ayat (1) ICCPR “Setiap manusia berhak atas hak untuk 

hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak 

seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Hak 

untuk hidup termasuk klasifikasi Non-Derogable Rights, yang artinya hak-hak 

yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh siapapun, 

walaupun dalam keadaan darurat sekalipun (Budiardjo, 2008: 222).Adapun yang 

menjadi hak dan kewajiban pengungsi adalah sebagai berikut: 

a. Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh  memperlakukan pengungsi 

berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama 

atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan 

untuk menjalankan agamanya serta kebebasan bagi pendidikan anak-anak 

mereka ditempat mana mereka ditampung (Pasal 3 dan 4). Ini merupakan 

hak non diskriminasi. 

b. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum 

dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, 

status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan 

(place of residence). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus 

diakui oleh negara peserta Konvensi dan Protokol (Pasal 12). Ini 

merupakan hak status pribadi. 
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c. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk 

mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak 

bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat 

menstransfer assetnya ke negara dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14 

dan 30). Ini merupakan hak kesempatan atas hak milik. 

d. Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk 

berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan 

dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non- politis 

(Pasal 15) Ini merupakan hak berserikat. 

e. Apabila ada suatu perkara yang dialami oleh para pengungsi dimana 

mereka ingin menyelesaikannya melalui badan peradilan, maka dalam 

hal ini mereka harus dianggap sama dengan warganegara lainnya jadi 

mereka mempunyai kebebasan untuk mengajukan gugatannya di sidang 

pengadilan dimana mereka ditempatkan bahkan bila diperlukan mereka 

harus diberikan bantuan hukum (Pasal 16) Ini merupakan hak berperkara 

di pengadilan. 

f. Bagi para pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di suatu negara 

dan telah diakui menurut hukum, maka mereka mempunyai hak untuk 

mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan 

pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan 

ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah 

mengetahui keahlian untuk ditempatkan  pada suatu pekerjaan yang 

cocok (pasal 17, 18 dan 19). Ini merupakan hak atas pekerjaan yang 

menghasilkan. 

g. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan 

warganegara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar. 

Karenanya, setiap pengungsi berhak pula atas pembebasan  biaya 

pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa 

(Pasal 22). Ini merupakan hak atas pendidikan dan pengajaran. 

h. Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk 

memilih di daerah atau provinsi mana mereka akan menetap sepanjang 
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pilihan itu masih berada dalam teritorial negara dimana ia ditempatkan 

(Pasal 26). Ini merupakan hak kebebasan bergerak. 

i. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan 

sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan  upah dari 

pekerjaan yang mereka lakukan Pasal 20 dan 22). Ini merupakan hak atas 

kesejahteraan sosial. 

j. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen 

perjalananan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan kecuali 

karena alasan keamanan dan kepentngan umum. Dokumen perjalanan 

yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara 

peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28). Ini merupakan hak atas tanda 

pengenal dan dokumen perjalanan. 

k. Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan secara tetap di suatu negara, 

tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah dimana  

kehidupannya akan terancam serta tidak akan ada penghukuman terhadap 

pengungsi yang masuk secara tidak syah, kecuali jika keamanan nasional 

menghendaki lain, seperti mereka melakukan kekacauan dimana mereka 

tinggal (pasal 31, 32, dan 33). Ini merupakan hak untuk tidak diusir. 

Jaminan pengakuan hak atas kesehatan di Indonesia sendiri secara 

eplisit dapat dilihat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Thaun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa: 

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan taraf kehidupannya. 

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera 

lahir dan batin. 

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Hak untuk hidup dalam penelitian ini dikhususkan pada hak untuk 

mendapatkan makanan, karena bagaimanapun juga pengungsi di Indonesia 

berhak mendapatkan makanan yang sehat dan layak untuk bertahan hidup. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Secara umum kerangka berfikir yang hendak di bangun dilihat dapat dalam 

bagan sebagai berikut: 

a) Bagan 

Bagan 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi 

e. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Rumah Detensi Imigrasi 

f. Peraturan Diretur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pendetensia Orang Asing 

Landasan Teori 

1. Rumah Detensi 

Imigrasi 

2. Pencari Suaka 

3. Hak Asasi 

Manusia 

Yuridis Sosiologis: 

1. Studi Kepustakaan 

2. Wawancara 

Lembaga Negara: 

Rumah Detensi Imigrasi Semarang 

Rumah Detensi Imigrasi 

Semarang dalam 

pemenuhan hak untuk 

mendapatkan pendidikan, 

hak atas kesehatan dan hak 

hidup (untuk mendapakan 

makanan) warga negara 

asing 

Faktor pendorong dan faktor 

penghambat yang dihadapi 

Rumah Detensi Imigrasi 

Semarang pemenuhan hak untuk 

mendapatkan pendidikan, hak atas 

kesehatan dan hak hidup (untuk 

mendapakan makanan) warga 

negara asing 

Untuk mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang 

serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam 

pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan 

hak hidup (untuk mendapakan makanan) bagi para Pencari Suaka. 

 

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian hukum selanjutnya dan 

memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahun terkait dengan Rumah 

Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara 

Asing Pencari Suaka. 



29 

 

 

 

b) Penjelasan 

1) Input (input) 

Penelitian mendasarkan penelitian ini pada isu-isu yang 

berkembang, seperti adanya warga negara asing yang masuk di wilayah 

teritorial negara Indonesia tanpa dokumen resmi Keimigrasian, adanya 

para pencari suaka yang masuk di wilayah Indonesia dengan berbagai 

kepentingan, kurangnya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan 

bagi anak-anak, hak atas kesehatan dan hak hidup warga negara asing yang 

berada di Rumah Detensi Imigrasi, dan adanya faktor-faktor penghambat 

dan pendukung dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia warga 

negara asing. 

Dasar-dasar hukum dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia; Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor 

IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal; 

Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 

2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi; 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi; 

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata 
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Kerja Rumah Detensi Imigrasi; Peraturan Diretur Jendral Imigrasi Nomor 

F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensia Orang Asing. 

2) Procees (proses) 

Isu-isu dan dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan sebagai 

fokus penelitian yang akan dilakukan mengenai 2 (dua) permasalahan 

tentang Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Warga Negara Asing, dan mengkaji beberapa permasalahan yaitu : 

(a) Bagaimanakah Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan 

hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup 

(untuk mendapakan makanan) warga negara asing? 

(b) Apa sajakah faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi 

Rumah Detensi Imigrasi Semarang pemenuhan hak untuk 

mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk 

mendapakan makanan) warga negara asing? 

3) Output (tujuan) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Rumah Detensi 

Imigrasi Semarang pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak 

atas kesehatan dan hak hidup warga (untuk mendapakan makanan) negara 

asing, serta Mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat yang 

dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam memberikan 

pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan 

hak hidup warga (untuk mendapakan makanan) negara asing. 
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4) Outcome (manfaat) 

Keragka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari 

penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian hukum 

selanjutnya dan memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahun 

terkait dengan Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi 

Manusia Warga Negara Asing. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian 

hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian 

dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu 

Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara 

berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi 

dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) (Amiruddin, 2012). 

Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa penulis ingin melihat Rumah 

Detensi Imigrasi Semarang dengan melihat langsung dilapangan terhadap 

pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan dan hak untuk hidup (untuk mendapakan 

makanan) bagi para Pencari Suaka. 

 

3.2 Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah “Kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai” (Moleong, 2009). Menurut Nur (2008) data 

primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber 

pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui 

pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. 

Dengan demikian sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis 

yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari Himawan 
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Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan, Chatarina Kepala Sub Seksi 

Bidang Perawatan, Sulhan Kepala Sub Seksi Ketertiban di Rudenim 

Semarang Data Sekunder 

Data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penulis yang dilakukan. Dalam penelitian ini peraturan 

perundang-undangan yang digunakan yaitu : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

4. Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 

2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal; 

5. Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 

2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi; 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi; 

7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi; 

8. Peraturan Diretur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pendetensia Orang Asing. 
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b. Data Tersier 

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap 

data primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Dalam penelitian ini kamus 

hukum yang digunakan yaitu : 

1. Buku-buku tentang penelitian hukum; 

2. Buku-buku tentang keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; 

3. Buku-buku terkait perlindungan hak asasi manusia; 

4. Website-website tentang keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; 

5. Jurnal-jurnal nasional dan internasional terkait para pencari suaka. 

 

3.3 Cara Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah :  

(1) Wawancara (Interview) 

Wawancara disini dilakukan dengan Himawan Kepala Sub Seksi Administrasi 

dan Pelaporan, Chatarina Kepala Sub Seksi Bidang Perawatan, Sulhan Kepala 

Sub Seksi Ketertiban di Rudenim Semarang. 

(2) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau 

materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang 

sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data 

sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan 

keimigrasian, Rudenim, dan hak asasi manusia untuk memperoleh landasan 
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teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis Rumah Detensi Imigrasi 

dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka. 

 

3.4 Analisis Data 

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk 

pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada 

sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data) yaitu dengan 

cara wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu 

pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan 

dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah 

membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta 

data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan 

gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti (Amiruddin, 2012). 

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus 

juga mengidentifikasikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan Rumah Detensi 

Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari 

Suaka yang dikaitkan dengan bagaimana penerapan aturan hukum tersebut di 

masyarakat. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni 

mengenai perlindungan hak asasi manusia, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan 

dengan peraruran perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai, 

maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan 
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menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil 

tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini (Amiruddin, 2012). 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Rumah Detensi 

Imigrasi Semarang telah memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi 

warga negara asing pencari suaka sebagai mana yang telah diatur dalam 

Pasal 15 Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. Rumah Detensi 

Imigrasi memberikan pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka 

yang berada disana dengan cara memberikan program-program, seperti 

pemenuhan hak atas pendidikan yaitu memberikan pelatihan dan bimbingan 

berlajar setiap hari Senin sampai Kamis, pemenuhan hak atas kesehatan 

yaitu memberikan pelayanan kesehatan setiap hari Senin dan Kamis, serta 

pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) diberikan jatah makan 

3 (tiga) kali dalam sehari yaitu pagi, siang dan malam. 

2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung 

dalam Rumah Detensi Imigrasi Semarang mewujudkan perlindungan dan 

pemenuhan hak asasi manusia bagi para pencari yaitu partisipasi dari para 

pencari suaka untuk mengikuti program-program yang diberikan, disamping 

itu Rumah Detensi Imigrasi telah memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai serta berkerjasama dengan PKBI dalam bidang pendidikan dan 

Rumah Sakit dalam bidang kesehatan. Sedangkan faktor penghambat bagi 

Rumah Detensi Imigrasi Semarang  untuk mewujudkan perlindungan dan 

pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka yaitu perbedaan bahasa 
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dalam berkomunikasi dikarenakan warga negara asing tersebut 

mrnggunakan bahasa yang berasal dari negaranya. Disamping itu tidak 

tersedianya ruangan gawat darurat dan tenaga medis yang menjaga 24 jam, 

dan dilihat dari ketersediaan jumlah, baik pegawai di Rumah Detensi 

Imigrasi Semarang dan tenaga pengajar kurang memadahi untuk 

memberikan pelayanan dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan 

hak asasi bagi pencari suaka. 

 

5.2 Saran 

1. Diharapkan kepada Rumah Detensi Imigrasi Semarang untuk lebih 

menambah sumber daya manusia disana guna mewujudkan perlindungan 

dan pemenuhan hak asasi bagi pencari suaka; 

2. Diharapkan koordinasi dengan instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar 

tercipta suatu hasil kinerja yang maksimal dalam pemenuhan hak asasi 

manusia bagi para pencari suaka; 

3. Diharapkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM 

RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka di Indonesia 

guna tetap dapat menjaga kestabilan negara meskipn tidak meratifikasi 

Konvensi 1951 dan Protokolnya, sehingga tetap terciptanya kepastian 

hukum dibidang keimigrasian terkait pencari suaka. 
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